ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun
2013 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)” ini
ditulis oleh Marga Yaginurrosid, NIM. 12103173119, Prodi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bimbing oleh
Yusron Munawir, S.H.I, M.H.
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Kehadiran penelitian ini berupaya untuk menganalisis tingkat pendidikan
di Kabupaten Jombang secara umum, masih relatif menengah bahkan bisa
dikatakan juga rendah. implementasi pemerataan pendidikan Wajib Belajar 12
Tahun dan kelayakannya masih bisa dikatakan belum optimal, baik dari kualitas
mutu pendidikan atau pendidik maupun fasilitasnya. Rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Perencanaan Penerapan Kebijakan
Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun di
Kabupaten Jombang dalam pangdangan figih siyasah, dan 2) Bagaimana
Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib
Belajar 12 Tahun di Kabupaten Jombang dalam pangdangan figih siyasah?.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan (field research). Setelah memperoleh data yang
dibutuhkan data diolah menggunakan teknik Analisis kualitatif deskriptif. Adapun
teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan uji keabsahan data credibility, transferability, dependability dan
confirmability.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perencanaan yang dilakukan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yaitu membuat kebijakan atau
regulasi yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 2) Implementasi program wajib
belajar di Kabupaten Jombang belum menerapkan program Kebijakan
Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun dan
menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Implementasi kebijakan wajib belajar
9 tahun di Kabupaten Jombang dengan a) Menetapkan kebijakan usia, b)
Memfasilitasi potensi peserta didik, ¢) Kerjasama dengan pemerintahan desa dan
masyarakat setempat, d) Kerjasama dengan Dukcapil, untuk mengetahui sejauh
mana pembelajaran anak-anak di satuan Pendidikan dan menyediakan fasilitas
kejar paket, e) Kerjasama dengan guru BP/BK, untuk pendampingan mental anak-
anak. Dinas Pendidikan di Kabupaten Jombang sudah menjalankan perannya,
tetapi belum maksimal sepenuhnya. Jika dilihat dari perspektif figih siyasah
disebutkan, bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa
yang dipimpinnya dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya.
Maka dari itu, Dinas Pendidikan sebaiknya mensosialisasikan kembali Perda
terkait dengan tentang penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi hak-hak
anak. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Jombang harus
lebih diperhatikan, oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih memperioritaskan
lagi dalam hal sarana dan prasarana serta anggaran untuk pendidikan.
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ABSTRACT
The thesis with the title "Implementation of Minister of Education and
Culture Regulation No. 80 of 2013 concerning 12 Year Compulsory Education
(Case Study in Jombang Regency)" was written by Marga Yaginurrosid, NIM.
12103173119, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State
Islamic University Tulungagung, supervised by Yusron Munawir, S.H.I, M.H.
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The presence of this research is nothing more than an attempt to analyze
and narrate the level of education in Jombang Regency in general, it is still
relatively medium, it could even be said to be low. The implementation of equal
distribution of 12 Year Compulsory Education and its feasibility can still be said
to be not optimal, both in terms of the quality of education or educators and the
facilities. The formulation of the problem in this research is: 1) How is the
planning for implementing the Minister of Education and Culture Policy No. 80 of
2013 concerning 12 Year Compulsory Education in Jombang Regency in term of
figh siyasah?, and 2) How is the Implementation of the Minister of Education and
Culture Policy No. 80 of 2013 concerning 12 Year Compulsory Education in
Jombang Regency in term of figh siyasah?.

The research method used is a qualitative research approach with field
research. After obtaining the required data the data is processed using descriptive
qualitative analysis techniques. The data validity checking technique used in this
research uses credibility, transferability, dependability and confirmability data
validity tests.

The results of this research show: 1) Planning carried out by the Jombang
Regency Education and Culture Office, namely creating policies or regulations
included in Jombang Regency Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning
the Implementation of Education. 2) The implementation of the compulsory
education program in Jombang Regency has not yet implemented the Minister of
Education and Culture Policy program No. 80 of 2013 concerning 12 Year
Compulsory Education and implemented a 9 year compulsory education program.
Implementation of the 9 year compulsory education policy in Jombang Regency
with the strategy: a) Establishing an age policy, b) Facilitating the potential of
students, c) Collaboration with village government and local communities, d)
Collaboration with Dukcapil, to find out the extent of children's learning in
Education unit and providing catch-up package facilities, €) Collaboration with
BP/BK teachers, for mental assistance to children. The implementation of the 12
year compulsory education program in Jombang Regency should be given more
attention, especially in remote areas. The implementation of the 12 year
compulsory education program will not be successful without adequate facilities
and infrastructure, sufficient funds, therefore the government is expected to
prioritize more in terms of facilities and infrastructure as well as budget for
education.
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